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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

1. Pengendalian emisi gas buang di Kota Bandar Lampungdilakukan dalam

bentuk represif dan preventif. Pengendalian preventif dilakukan melalui

Program Langit Biru, Ruang Terbuka Hijau, Pengujian Kendaraan Bermotor,

dan Angkutan Umum Berorientasi Transit. Pengendalian represif dilakukan

dengan pemeriksaan secara acak kendaraan di empat ruas jalan padat di Kota

Bandar Lampung yang dilakukan oleh tiga instansi pemerintah yaitu Dinas

Perhubungan Kota Bandar Lampung, BPPLH, dan Polresta.

Pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung

baik secara preventif maupun represif masih lemah..Penegakkan

hukumterhadap pelaku pelanggaran ketentuan baku udara ambien masih sulit

ditegakkan sehingga Pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor masih

sangat lemah.

2. Beberapa faktor penghambat dalam Pengendalian emisi gas buang kendaraan

bermotor di Kota Bandar Lampung adalah:
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a) Kurangnya Sosialisasi Mengenai Emisi Gas Buang

b) Kurangnya Sarana dan Fasilitas Pendukung Pengujian Emisi Gas Buang

Kendaraan Bermotor

c) Tidak Adanya Tindak Lanjut Dalam Pengendalian Emisi Gas Buang

Kendaraan Bermotor

1.2. Saran

1. Untuk mengatasi faktor penghambat yang paling utama adalah pemerintah

harus mulai mengadakan sosialisasi mengenai semua hal mengenai emisi gas

buang kendaraan bermotor. Masyarakat sebagai pemilik kendaraan adalah

subjek yang paling utama dalam penegakkan hukum mengenai emsi gas buang

kendaraan bermotor, sehingga sosialisasi mengenai pemahaman akan ambang

batas emisi gas buang kendaraan bermotor, kewajiban mengenai pengujian

kendaraan bermotor secara berkala dan teratur, dan hal-hal lain yang terkait

dengan emisi gas buang kedaraan bermotor mulai disosialisasikan secara aktif

dan berkelanjutan oleh pemerintah agar kesadaran akan kebersihan udara dan

kondisi kendaraan menjadi kesadaran masyarakat yang diikuti semakin

mudahnya instansi dan lembaga dalam melakukan tugasnya untuk mengawasi

semua hal terkait emisi gas buang kendaraan bermotor di Kota Bandar

Lampung.

2. Dalam melakukan fungsi yang telah diberikan undang-undang, instansi dan

lembaga memerlukan sarana dan fasilitas yang mendukung dan memadai

untuk berjalannya kegiatan tersebut. Dalam pengendalian emisi gas buang
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kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, instansi dan lembaga yang

berwenang melakukan pPengendalian tidak memiliki sarana dan fasilitas

mendukung. Pemerintah harus terus memantau perkembangan alat-alat dan

sarana penunjang Pengendalian tersebut. Selain daripada memantau,

pemerintah harus terus meremajakan alat-alat yang digunakan, mengganti alat-

alat yang rusak, dan menyediakan alat-alat tambahan atau sarana lain yang

diperlukan untuk melakukan pengendalian emisi gas buang kendaraan

bermotor di Kota Bandar Lampung. Hal ini dimaksudkan agar kendala dan

masalah yang terjadi dapat diminimalisir dan pelaksanaan pengendalian emisi

gas buang kendaraan bermotor dapat berjalan dengan baik.

3. Sebuah tindak lanjut berupa pemberian sanksi menjadi hal yang sangat penting

dalam melakukan pengendalian emisi gas buang sebagaimana yang telah

diberikan undang-undang. Pengendalian yang diikuti tindak lanjut berupa

penegakkan hukum yang berjalan dengan baik, tegas, dan tidak memihak

menjadi sebuah hal yang mutlak diperlukan dalam mewujudkan suatu

masyarakat yang patuh terhadap hukum dalam pengendalian emisi gas buang

kendaraan bermotor, penegakkan hukum harus lebih dipertegas oleh pihak

yang berwenang. Sanksi yang dikenakan dimaksudkan agar menimbulkan efek

jera kepada pelaku penggaran ketentuan aturan perundang-undangan sehingga

diharapkan untuk waktu kedepan pelanggaran tersebut tidak akan terjadi lagi.

Selain dari sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, ada

baiknya pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan sanksi dalam bentuk

lain seperti bagi pemilik kendaraan yang tidak lulus uji emisi gas buang, maka
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pemilik kendaraan tidak diperbolehkan membayar pajak kendaraan. Sanksi ini

diikuti oleh diberikannya sebuah sertifikat atau surat yang menyatakan

kendaraan tidak lulus uji emisi gas buang. Hal ini merupakan tindak lanjut

dalam sebuah Pengendalian emisi gas buang dengan maksud agar pemilik

kendaraan dapat merawat kendaraan sebagaimana yang telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan.Dengan sanksi yang diterapkan kepada

pelanggar aturan oleh pihak yang berwenang, maka pengendalian emisi gas

buang kendaraan bermotor akan berjalan dengan baik dan efektif.
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